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 Abstrak: Konflik sosial yang berkaitan dengan sumber daya 

alam merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi 

oleh dinamika akses, pemanfaatan, dan distribusi kekayaan 

ekologi. Penelitian ini menganalisis hubungan antara akses 

terhadap sumber daya alam, pola pemanfaatan yang 

dilakukan oleh berbagai aktor sosial, serta ketimpangan 

ekologi yang muncul akibat distribusi manfaat yang tidak 

merata. Melalui pendekatan deskriptif-kualitatif, kajian ini 

menyoroti bagaimana perebutan akses dan pemanfaatan 

sumber daya seperti tanah, air, hutan, dan mineral dapat 

memicu ketegangan antar kelompok, memunculkan praktik 

eksklusi, dan memperburuk kerusakan lingkungan. Adapun 

temuannya menunjukkan bahwa konflik sosial dalam 

pengelolaan sumber daya alam berakar pada ketimpangan 

akses, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, dan 

ketimpangan ekologis yang merugikan masyarakat lokal. 

Akses yang dikuasai kelompok tertentu serta praktik 

eksploitasi memperparah distribusi manfaat dan dampak 

lingkungan yang tidak adil. Penelitian ini juga menemukan 

bahwa pendidikan berperan penting dalam membangun 

kesadaran kritis masyarakat, sementara pengakuan hak 

masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan 

keadilan ekologis dan mencegah konflik berkelanjutan. 
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PENDAHULUAN  
Sumber daya alam selalu menjadi bagian integral dari kehidupan manusia sejak awal 

peradaban. Tanah, air, hutan, dan mineral bukan hanya menyediakan kebutuhan dasar, tetapi 
juga menjadi fondasi pembangunan ekonomi, identitas budaya, dan kelangsungan ekosistem. 
Dalam konteks modern, sumber daya alam berperan penting dalam menopang pertumbuhan 
industri, memperkuat ketahanan pangan, serta menyediakan energi yang mendukung kemajuan 
teknologi. Namun, di balik peran vitalnya, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam 
kerap menimbulkan ketegangan sosial, terutama ketika akses dan distribusinya tidak merata 
(Masia & Mopangga, 2025). Fenomena inilah yang melatarbelakangi pentingnya menganalisis 
hubungan antara konflik sosial dan sumber daya alam melalui perspektif akses, pemanfaatan, 
dan ketimpangan ekologi (Hasid et al., 2022a). 

Dalam beberapa dekade terakhir, kasus-kasus konflik sosial yang dipicu oleh perebutan 
sumber daya alam semakin menonjol di berbagai belahan dunia. Pembangunan berskala besar 
seperti pertambangan, perkebunan monokultur, pembangunan bendungan, atau eksploitasi 
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hutan telah mengubah lanskap ekologi sekaligus mempengaruhi hubungan sosial di tingkat local 
(Pramudya, 2020). Contoh nyata dapat ditemukan di wilayah-wilayah dengan kekayaan mineral 
melimpah, di mana perusahaan besar memperoleh konsesi untuk mengeksploitasi sumber daya, 
sementara masyarakat setempat kehilangan akses terhadap tanah dan air yang menjadi sumber 
penghidupan mereka. Ketika kepentingan ekonomi bertemu dengan hak-hak tradisional dan 
kebutuhan ekologis, konflik menjadi sulit dihindari(Hafsari, 2024). 

Dalam ekologi politik, akses dipahami sebagai kemampuan aktor-aktor tertentu untuk 
memperoleh manfaat dari sumber daya, baik melalui hak hukum, norma sosial, maupun jaringan 
kekuasaan. Misalnya, sebuah komunitas adat mungkin secara turun-temurun memiliki 
hubungan spiritual dan ekonomis dengan sebuah kawasan hutan, tetapi tanpa pengakuan formal, 
hak mereka dapat dikesampingkan oleh kebijakan pemerintah atau kepentingan perusahaan. 
Ketimpangan akses ini menciptakan lapisan-lapisan eksklusi yang memicu konflik (Batiran, 
2024). Lebih jauh lagi, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak memperhatikan kapasitas 
regeneratif ekosistem dapat menyebabkan degradasi lingkungan, yang pada akhirnya 
memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar (Hasid et al., 2022b). 

Ketimpangan ekologi merupakan konsep penting yang menyoroti distribusi manfaat dan 
kerugian dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, keuntungan ekonomi dari 
eksploitasi sumber daya dinikmati oleh kelompok tertentu, seperti investor atau elite politik, 
sementara kerusakan lingkungan dan kehilangan sumber penghidupan ditanggung oleh 
komunitas local (Fahrurrozi et al., 2025). Contohnya dapat ditemukan dalam proyek perkebunan 
kelapa sawit besar, di mana pembukaan hutan untuk tanaman industri menghasilkan 
keuntungan besar bagi perusahaan dan pemilik modal, tetapi menyebabkan hilangnya 
keanekaragaman hayati, polusi air, dan banjir yang merugikan masyarakat setempat (Hababil et 
al., 2024). 

Pendekatan pembangunan yang terlalu menekankan pertumbuhan ekonomi seringkali 
mengorbankan keseimbangan ekologi dan hak-hak sosial. Model pembangunan berbasis 
ekstraktivisme, yang mengejar keuntungan jangka pendek melalui eksploitasi besar-besaran, 
telah memperlihatkan dampak destruktif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan sosial 
masyarakat. Pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa tanpa mekanisme yang 
memastikan partisipasi aktif masyarakat, transparansi, dan perlindungan hak-hak kelompok 
rentan, konflik sosial akan terus muncul (Gaman & Tuasikal, 2025). 

Pada masa kolonial, misalnya, penguasaan lahan dan sumber daya oleh kekuatan asing 
mengabaikan hak-hak masyarakat lokal, menciptakan warisan ketidakadilan yang masih terasa 
hingga kini. Dalam era globalisasi, mekanisme serupa terjadi melalui investasi asing langsung 
dan perjanjian perdagangan internasional yang kerap lebih menguntungkan pihak-pihak kuat. 
Akibatnya, komunitas lokal seringkali ditempatkan dalam posisi marginal, tanpa akses yang 
memadai terhadap pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka 
(Miftakhuddin, 2020). 

Pemanfaatan menyoroti cara-cara di mana sumber daya tersebut digunakan, apakah 
secara lestari atau eksploitif. Sementara itu, ketimpangan ekologi menekankan pada distribusi 
manfaat dan kerugian yang dihasilkan. Dengan memeriksa ketiga dimensi ini secara bersama-
sama, kita dapat mengidentifikasi pola-pola eksklusi, eksploitasi, dan resistensi yang membentuk 
dinamika konflik sosial. 

Pendekatan kritis dalam menganalisis hubungan antara konflik sosial dan sumber daya 
alam juga harus mencakup dimensi temporal. Dampak dari kebijakan pengelolaan sumber daya 
seringkali baru terlihat setelah bertahun-tahun. Oleh karena itu, evaluasi jangka panjang 
terhadap kebijakan dan praktik pemanfaatan sumber daya sangat penting. Pemerintah, 
akademisi, dan masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk mengembangkan indikator keadilan 
ekologis dan mekanisme pemantauan yang transparan.  

Pendahuluan ini juga menggarisbawahi pentingnya penelitian lintas disiplin dalam 
memahami persoalan ini. Pendekatan sosiologi, antropologi, ilmu politik, ekologi, dan ekonomi 
diperlukan untuk menangkap kompleksitas hubungan antara manusia dan alam. Perspektif 
sosiologi membantu memahami struktur sosial dan dinamika kekuasaan; antropologi 
mengungkap makna kultural dan identitas; ilmu politik menelaah kebijakan dan institusi; ekologi 
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menyoroti kapasitas daya dukung lingkungan; sedangkan ekonomi menilai distribusi manfaat 
dan kerugian. Sinergi antardisiplin ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan 
solusi yang lebih efektif. 

METODE  

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk memahami 
dinamika konflik sosial terkait sumber daya alam. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, 
analisis dokumen kebijakan, wawancara mendalam dengan masyarakat lokal, pemerintah, dan 
pihak swasta, serta observasi lapangan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling 
berdasarkan relevansi pengalaman mereka. 

Analisis data menggunakan teknik tematik dengan fokus pada akses, pemanfaatan, 
distribusi manfaat, dan ketimpangan ekologi, melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan 
kesimpulan secara iteratif. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga 
penelitian mampu memberikan gambaran komprehensif sebagai dasar perumusan kebijakan 
pengelolaan sumber daya yang lebih adil dan berkelanjutan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Adapun hasil dan temuan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1). Akses terhadap Sumber Daya Alam  

 Geng, Rao, dan Sharif (2022), ketimpangan sosial memiliki peran dinamis dalam 
menentukan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Ketika disparitas sosial meningkat, 
akses terhadap sumber daya cenderung terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga 
memperbesar potensi konflik. Dalam situasi ini, pendidikan berfungsi sebagai instrumen untuk 
mendistribusikan pengetahuan dan kesadaran ekologis secara lebih merata, sekaligus membentuk 
kapasitas masyarakat dalam memahami hubungan antara pembangunan manusia dan 
keberlanjutan lingkungan. 
 Lebih lanjut, studi Sun et al. (2023) menunjukkan bahwa interaksi antara sumber daya 
alam, urbanisasi, kualitas institusi, dan ketimpangan pendapatan berkontribusi terhadap 
meningkatnya jejak ekologis. Hal ini memperlihatkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan dan 
literasi lingkungan dapat memperburuk pola konsumsi dan eksploitasi sumber daya. Oleh karena 
itu, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana 
internalisasi nilai-nilai keberlanjutan yang berakar pada konsep Pembangunan Berkelanjutan, 
yang menekankan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. 
 Dalam kerangka global, Işık et al. (2024) menggarisbawahi pentingnya integrasi faktor 
ekonomi, lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam rantai pasok global untuk mencapai 
tujuan pembangunan berkelanjutan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pendidikan memiliki 
peran penting dalam membentuk kompetensi sumber daya manusia yang adaptif terhadap 
perkembangan teknologi dan kompleksitas tata kelola sumber daya alam. Pendidikan yang 
responsif terhadap isu-isu global akan mendorong lahirnya generasi yang tidak hanya 
memahami aspek teknis pengelolaan sumber daya, tetapi juga dimensi etis dan keadilan ekologis. 
 Sementara itu, Nguyen et al. (2023) menyoroti bahwa degradasi lingkungan dan 
perubahan iklim dapat meningkatkan risiko keamanan, khususnya di kawasan Global South. 
Dalam konteks ini, pendidikan berperan sebagai mekanisme preventif yang mampu memperkuat 
ketahanan sosial melalui peningkatan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan 
lingkungan. Pendidikan berbasis komunitas menjadi penting untuk memastikan bahwa 
pengetahuan lokal dan pengalaman masyarakat terintegrasi dalam strategi pengelolaan sumber 
daya yang berkelanjutan. 
 Akhirnya, Magazzino (2024) menunjukkan bahwa hubungan antara konsumsi energi, 
pertumbuhan ekonomi, dan jejak ekologis sangat dipengaruhi oleh tata kelola sumber daya alam 
dan risiko geopolitik. Temuan ini mempertegas bahwa tanpa intervensi pendidikan yang 
memadai, eksploitasi sumber daya akan terus berlangsung secara tidak terkendali. Oleh karena 
itu, pendidikan harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam membangun kesadaran kolektif, 
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mengurangi ketimpangan ekologis, dan mencegah konflik sosial yang bersumber dari perebutan 
sumber daya alam. 

2). Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Tidak Berkelanjutan 

Dalam banyak konteks, konflik tidak semata-mata muncul karena kelangkaan sumber 
daya, tetapi lebih karena cara sumber daya tersebut dimanfaatkan, dikelola, dan diperebutkan 
oleh aktor-aktor dengan kepentingan yang berbeda. Temuan Alkaraan et al. (2024) 
menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan 
dari integrasi strategi bisnis hijau, tata kelola, serta perkembangan teknologi berbasis Industri 
4.0. Namun, ketika transformasi ini tidak diiringi dengan distribusi manfaat yang adil, maka 
inovasi justru berpotensi memperdalam ketimpangan. 

Lebih lanjut, Nguyen et al. (2023) dalam Current Opinion in Environmental Sustainability 
menegaskan bahwa degradasi lingkungan dan perubahan iklim memperbesar risiko konflik, 
khususnya di kawasan Global South. Transformasi penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan 
seringkali memicu perebutan ruang hidup, menurunkan ketahanan pangan, dan meningkatkan 
kerentanan sosial. Dalam konteks ini, pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya berkaitan 
dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan keamanan manusia. 

Konflik dalam penggunaan sumber daya alam juga terlihat jelas dalam studi Bui et al. 
(2023) yang dipublikasikan di Resources Policy, yang menunjukkan bagaimana lemahnya tata 
kelola dan tumpang tindih kebijakan dapat memperburuk konflik antar pemangku kepentingan. 
Ketika regulasi tidak mampu mengakomodasi kepentingan berbagai aktor, maka praktik 
eksploitasi cenderung berlangsung tanpa kontrol yang efektif, sehingga memicu ketegangan 
sosial yang berkepanjangan. 

Di sisi lain, Leach, Mearns, dan Scoones (2025) dalam IDS Bulletin menggarisbawahi 
bahwa pendekatan pembangunan berbasis komunitas seringkali dihadapkan pada dilema antara 
konsensus dan konflik. Meskipun pendekatan ini menawarkan partisipasi yang lebih inklusif, 
realitas di lapangan menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan di tingkat lokal tetap dapat 
memicu konflik, terutama ketika akses terhadap sumber daya tidak didistribusikan secara merata 
di dalam komunitas itu sendiri. 

Sementara itu, Grantham (2024) dalam Journal of Applied Ecology menyoroti keterkaitan 
antara konflik manusia, ketahanan pangan, dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekosistem, 
termasuk kehidupan satwa liar. Pemanfaatan sumber daya yang tidak terkontrol, khususnya 
dalam sektor pangan dan pertanian, dapat memperburuk tekanan terhadap lingkungan sekaligus 
memperbesar potensi konflik antar kelompok masyarakat. 

Pemanfaatan sumber daya alam tidak dapat dipahami sebagai aktivitas teknis semata, 
melainkan sebagai proses sosial yang kompleks dan penuh dengan potensi konflik. Ketika akses, 
kontrol, dan distribusi manfaat tidak dikelola secara adil, maka sumber daya alam justru menjadi 
sumber ketegangan sosial. 

3). Ketimpangan Ekologi 

 Ketimpangan ekologis merepresentasikan bagaimana manfaat dan kerugian dari 
pemanfaatan sumber daya alam didistribusikan secara tidak merata di antara kelompok sosial. 
Dalam kerangka ini, eksploitasi sumber daya tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, 
tetapi juga menciptakan stratifikasi baru yang memperdalam jurang antara kelompok yang 
memperoleh keuntungan dan mereka yang menanggung beban ekologis. Khan (2023) 
menunjukkan bahwa deplesi sumber daya alam memiliki hubungan erat dengan kemiskinan dan 
ketimpangan, di mana kelompok masyarakat miskin seringkali menjadi pihak yang paling 
terdampak oleh kerusakan lingkungan. Mereka tidak hanya memiliki akses yang terbatas 
terhadap sumber daya, tetapi juga menghadapi risiko yang lebih besar terhadap degradasi 
lingkungan, seperti berkurangnya kualitas tanah, air, dan udara.  
 Temuan Shah et al. (2023) dalam Environmental Science and Pollution Research 
memperkuat argumen tersebut dengan menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi, kerentanan 
lingkungan, serta stabilitas kebijakan fiskal dan moneter saling berkelindan dalam membentuk 
pola ketimpangan ekologis di tingkat global. Negara atau kelompok dengan kapasitas ekonomi 



 

 

 

 

 

Author et al. 10.55681/seikat.v4i4.1651 

 

 

Konflik Sosial dan Sumber Daya Alam: Analisis Hubungan antara Akses, Pemanfaatan......... |   463 

 

 

 

yang lebih kuat cenderung mampu mengalihkan beban ekologis ke wilayah atau komunitas yang 
lebih lemah. Hal ini menciptakan relasi yang timpang, di mana keuntungan ekonomi terpusat, 
sementara kerusakan lingkungan tersebar secara tidak adil. 
 Dalam analisis yang lebih luas, Drupp et al. (2025) dalam Journal of Economic Literature 
menekankan bahwa hubungan antara ketimpangan dan lingkungan harus dipahami dalam 
kerangka ekonomi politik yang kompleks. Ketimpangan tidak hanya memengaruhi bagaimana 
sumber daya didistribusikan, tetapi juga menentukan siapa yang memiliki kekuasaan dalam 
pengambilan keputusan terkait lingkungan.  
 Lebih lanjut, Mulvaney (2024) dalam Energy Research & Social Science mengangkat 
konsep embodied energy injustice untuk menjelaskan bagaimana bahkan teknologi yang 
dianggap ramah lingkungan, seperti energi surya, tetap dapat mereproduksi ketimpangan 
ekologis. Produksi dan distribusi teknologi tersebut seringkali melibatkan eksploitasi sumber daya 
dan tenaga kerja di wilayah tertentu, sementara manfaatnya dinikmati oleh kelompok lain. 
Fenomena ini menunjukkan bahwa transisi menuju energi bersih tidak secara otomatis 
menghilangkan ketimpangan, melainkan dapat menciptakan bentuk ketidakadilan baru jika tidak 
diatur secara adil. 
 Adapun langkah untuk menyelesaikannya terdiri dari: 

1). Pendidikan Sarana Membangun Kesadaran Kritis Masyarakat  

 Pendidikan memainkan peran strategis sebagai sarana untuk membangun kesadaran kritis 
publik terhadap ketimpangan akses dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks konflik 
ekologis yang semakin kompleks, pendidikan tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai proses 
transfer pengetahuan, melainkan sebagai ruang pembentukan kesadaran reflektif yang 
memungkinkan individu dan kelompok sosial memahami relasi kuasa, distribusi sumber daya, 
serta dampak sosial-ekologis yang ditimbulkannya. Hariani dan Mardikaningsih (2022) dalam 
Journal of Social Science Studies menekankan bahwa pendidikan sosial memiliki kontribusi 
signifikan dalam membentuk kesadaran global mahasiswa, khususnya dalam memahami isu-isu 
ketimpangan dan keberlanjutan. Melalui proses pembelajaran yang kritis dan kontekstual, 
peserta didik didorong untuk melihat bahwa akses terhadap sumber daya alam tidak bersifat 
netral, melainkan dipengaruhi oleh struktur sosial, ekonomi, dan politik. Kesadaran ini menjadi 
dasar penting dalam membangun sikap tanggung jawab kolektif terhadap pengelolaan sumber 
daya. 
 Lebih lanjut, Amin dan Nath (2023) menggarisbawahi pentingnya pendidikan keadilan 
lingkungan (environmental justice education) sebagai jembatan antara ekologi, kesetaraan, dan 
akses. Pendidikan dalam kerangka ini tidak hanya mengajarkan konsep lingkungan, tetapi juga 
menekankan dimensi etis dan politis dari distribusi sumber daya. Peserta didik diajak untuk 
memahami bahwa ketimpangan ekologis seringkali berkaitan dengan marginalisasi kelompok 
tertentu, sehingga diperlukan pendekatan pendidikan yang mampu mengintegrasikan nilai 
keadilan dan inklusivitas. 
 Dalam konteks global, Velempini (2025) melalui publikasinya di Sustainability 
menunjukkan bahwa praktik pendidikan lingkungan memiliki kontribusi nyata dalam 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030. Pendidikan menjadi medium untuk 
menanamkan nilai-nilai keberlanjutan, mengubah perilaku konsumsi, serta mendorong 
partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keseimbangan ekologi. Dengan kata lain, pendidikan 
berfungsi sebagai fondasi kultural yang membentuk orientasi masyarakat terhadap lingkungan. 
 Sementara itu, Ratner et al. (2022) menyoroti pentingnya platform multipihak dalam tata 
kelola sumber daya alam. Temuan ini memperlihatkan bahwa proses pembelajaran tidak hanya 
terjadi di ruang kelas, tetapi juga dalam interaksi antara berbagai aktor seperti pemerintah, 
masyarakat lokal, dan sektor swasta. Pendidikan dalam konteks ini bersifat dialogis dan 
partisipatif, di mana pengetahuan dibangun melalui pertukaran pengalaman dan kepentingan 
yang beragam. Hal ini memperkuat kapasitas masyarakat untuk memahami dan mengatasi 
ketimpangan akses terhadap sumber daya secara kolektif. 

2). Pengakuan Hak Masyarakat Local 
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 Komunitas lokal menjadi elemen penting dalam memahami dinamika pengelolaan sumber 
daya alam yang berkeadilan. Dalam banyak kasus, komunitas lokal sering kali ditempatkan 
sebagai aktor pinggiran dalam proses pengambilan keputusan, padahal mereka memiliki 
hubungan historis, kultural, dan ekologis yang sangat erat dengan lingkungan sekitarnya. Oleh 
karena itu, pengakuan terhadap peran dan dampak mereka bukan hanya soal partisipasi, tetapi 
juga menyangkut dimensi keadilan pengakuan yang menempatkan komunitas sebagai subjek 
utama dalam tata kelola lingkungan. 

Prado (2022) menekankan bahwa keadilan pengakuan (recognition justice) merupakan 
fondasi penting dalam tata kelola lingkungan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki 
kompleksitas sosial dan politik tinggi. Pengakuan ini mencakup penghargaan terhadap 
pengetahuan lokal, praktik tradisional, serta kontribusi komunitas dalam menjaga keberlanjutan 
ekosistem. Tanpa pengakuan tersebut, kebijakan lingkungan berisiko mengabaikan realitas lokal 
dan justru memperbesar konflik antara negara, korporasi, dan masyarakat. 
 Lebih lanjut, Obradović et al. (2023) dalam Wetlands menunjukkan bahwa pemahaman 
terhadap sikap dan persepsi komunitas lokal menjadi kunci dalam keberhasilan program 
konservasi. Persepsi masyarakat terhadap lingkungan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor 
ekologis, tetapi juga oleh pengalaman sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Dalam konteks yang 
lebih luas, Onyeaka et al. (2023) dalam Sustainability menggarisbawahi bahwa inovasi teknologi 
seperti kecerdasan buatan dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak lingkungan, 
khususnya dalam pengelolaan limbah dan efisiensi sumber daya. Namun demikian, efektivitas 
teknologi tersebut tetap bergantung pada bagaimana ia diintegrasikan dengan praktik dan 
pengetahuan lokal. Tanpa pengakuan terhadap peran komunitas, teknologi berpotensi menjadi 
instrumen yang terpisah dari realitas sosial, sehingga kurang efektif dalam menjawab persoalan 
lingkungan secara menyeluruh. 
 Sementara itu, Dushkova dan Ivlieva (2024) dalam Sustainability menyoroti pentingnya 
pemberdayaan komunitas sebagai strategi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan 
lingkungan. Program pemberdayaan yang berhasil adalah yang mampu mengakui kapasitas 
lokal, memperkuat partisipasi, dan mendorong aksi kolektif berbasis komunitas.  
 Pengakuan terhadap dampak lingkungan komunitas lokal bukan sekadar pengakuan atas 
keberadaan mereka, melainkan pengakuan atas peran aktif, pengetahuan, dan kontribusi mereka 
dalam menjaga keseimbangan ekologi. Pendekatan ini membuka ruang bagi terciptanya tata 
kelola lingkungan yang lebih inklusif, responsif, dan berkelanjutan, di mana komunitas lokal 
tidak lagi diposisikan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai aktor utama dalam upaya menjaga 
keberlanjutan lingkungan hidup. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial dalam pengelolaan sumber 
daya alam berakar pada ketimpangan akses, pemanfaatan yang tidak berkelanjutan, dan 
distribusi dampak ekologis yang tidak adil. Kelompok berkuasa cenderung menguasai sumber 
daya, sementara masyarakat lokal menanggung beban kerusakan lingkungan. Pendidikan 
berperan penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat, dan pengakuan hak 
masyarakat lokal menjadi kunci dalam menciptakan keadilan ekologis. 

Adapun sarannya adalah perlunya penguatan pendidikan berbasis kesadaran lingkungan 
dan keadilan sosial, serta penerapan kebijakan yang inklusif dan partisipatif. Selain itu, 
pemerintah perlu menjamin pengakuan dan perlindungan hak masyarakat lokal dalam akses dan 
pengelolaan sumber daya alam agar konflik dapat diminimalisir dan keberlanjutan lingkungan 
dapat terjaga. 
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